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Partisipasi masyarakat, konsep ini hadir untuk menjamin hak masyarakat untuk berpendapat terhadap segala
aktivitas yang melibatkan lingkungan mereka. Namun, hak ini seringkali dicampakan oleh pemerintah
dengan salah satu alasannya membatasi kemajuan pembangunan dan investasi, seperti yang terlihat di era
ini. Gagasan demokrasi lingkungan atau Ekokrasi berusaha mengakomodir hak masyarakat atas lingkungan
hidup. Hal ini karenatak cukup hanya meletakkan demokrasi sebagai penyelesaian masalah belaka, perlu
adanya demokrasi yang peduli dan berwawasan lingkungan sehingga tidak mel etakkan aspek tersebut
sebagai hal yang tidak penting. Seperti halnya yang diamanahkan dalam Deklarasi Rio dan Aarhus
Convention mengenai partisipasi masyarakat yang berorientasi pada lingkungan hidup serta Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Semenjak terjadi
perubahan pengaturan partisipasi publik dalan penyusunan Amdal sgjak disahkannya Undang-Undang
No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni dengan dikuranginya klasifikasi masyarakat menjadi hanya
masyarakat terdampak |angsung dan menanggalkan dua klasifikasi lainnya yakni pemerhati lingkungan dan
masyarakat terdampak |ainnya partisipasi masyarakat menjadi dipertanyakan. Dengan metode yuridis-
normatif yang disusun secara deskriptif analisis, penelitian ini akan membahas perihal studi Ekokrasi dan
hubungannya dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Amdal dalam UU No. 11 Tahun 2020
tentang CiptaKerja.

...... Public Participation is concept exists to guarantee the community's right to have an opinion on all
activities that affect their environment. However, thisright is usually neglected by the government with one
of the reasons being that it limits devel opment progress and investment, as seen in this era. The idea of
environmental democracy seeks to accommodate peopl€e's rights to the environment. Thisis because it is not
enough to just put democracy as a mere solution to problems, it is necessary to have a democracy that cares
and has an environmental perspective so that it does not put these aspects as unimportant things. As
mandated in the Rio Declaration and the Aarhus Convention regarding environmental-oriented community
participation and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the Indonesian constitution. Since
there has been a change in arrangements for public participation in the preparation of the EIA since the
enactment of Law No. 11 of 2020 of Job Creation, namely by reducing the classification of the community
to only those directly affected and removing the other two classifications, namely non-governmental
organization and other affected communities, public participation has become questionable. Using a
juridical-normative method which is structured by descriptive analysis, this thesis will discuss the study of
Ecocracy and its relationship with community participation in the preparation of the EIA in Law no. 11 of
2020 of Job Cresation.
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